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ABSTRAK 
 

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemagang guna 

mendapatkan hak dan kewajiban secara berimbang selama proses pemagangan. 

Konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, pengaturan mengenai pemagangan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

masih menunjukkan permasalahan hukum berupa ketidakjelasan pengaturan terhadap 

status pemagang. Di latar belakangi oleh ketidakseimbangan hak dan kewajiban peserta 

magang yang sering kali mengalami eksploitasi dalam bentuk beban kerja tinggi tanpa 

kompensasi memadai. Ketidakjelasan pengaturan, terutama pada Pasal 21 dan 22 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menimbulkan 

potensi terjadinya eksploitasi terhadap hak dan kewajiban pemagang. Masalah utama 

yang diidentifikasi adalah ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pemagang 

serta potensi eksploitasi yang disebabkan oleh ketidakjelasan pengaturan dan kejelasan 

status pemagang.  

Rumusan masalah mencakup pengaturan pemagangan dalam Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta bentuk perlindungan hukum yang 

dapat menjamin keseimbangan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaturan pemagangan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan 

mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemagang agar mendapatkan hak dan 

kewajiban secara berimbang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Metode 

Penelitian Hukum Normatif mengenai implementasi mengenai Undang-Undang pada 

setiap isu hukum. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

masih menunjukan permasalahan hukum berupa ketidakjelasan dalam hal pengaturan 

pemagangan, yang menjadi penyebab dalam hukum yaitu aturannya. Maka dari itu 

metode penelitian ini hukum normatif, karena yang menjadi masalah aturannya. 

Diperlukan revisi regulasi tentang pengaturan Pemagangan di dalam Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, agar pemagang tidak hanya 

menjadi sarana pelatihan tetapi juga memberikan keseimbangan hak dan kewajiban. 

Hal ini mencakup penguatan peran pengawasan ketenagakerjaan dan penyelarasan 

hierarki peraturan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif. 
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ABSTRACT 

 

This thesis discusses legal protection for apprentices in order to obtain 

balanced rights and obligations during the apprenticeship process. In the context of 

Indonesian labor law, the regulations regarding apprenticeships contained in Law 

Number 13 of 2003 concerning Employment still show legal problems in the form of 

unclear regulations regarding apprentice status. The background is an imbalance in 

the rights and obligations of apprentices who often experience exploitation in the form 

of high workloads without adequate compensation. The lack of clarity in regulations, 

especially in Articles 21 and 22 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, 

creates the potential for exploitation of the rights and obligations of apprentices. The 

main problem identified is the imbalance between the rights and obligations of 

apprentices as well as the potential for exploitation caused by unclear regulations and 

clarity of apprentice status. 

The problem formulation includes apprenticeship regulations in Law Number 

13 of 2003 concerning Employment, as well as forms of legal protection that can 

guarantee a balance of rights and obligations. This research aims to determine the 

regulation of apprenticeships in the Employment Law and determine the form of legal 

protection for apprentices so that they receive balanced rights and obligations. 

This research uses normative legal research methods, Normative Legal 

Research Methods regarding the implementation of laws on each legal issue. Law 

Number 13 of 2003 concerning Employment still shows legal problems in the form of 

lack of clarity regarding apprenticeship regulations, which is the cause of the law, 

namely the regulations. Therefore, this research method is normative law, because the 

problem is the rules. 

In conclusion, it is necessary to revise the regulations regarding the regulation 

of apprenticeships in Law Number 13 of 2003 concerning Employment, so that 

apprenticeships are not only a means of training but also provide a balance of rights 

and obligations. This includes strengthening the role of labor inspection and aligning 

regulatory hierarchies to provide effective legal protection. 
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